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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamau
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu ”

- Q.S. An-Nisa (4) : 29
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ABSTRAK

Fathiyatul 1zzah, NIM 200202110051, 2025. Akad Jual Beli Barang Rumah
Tangga Melalui Kredit Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(Studi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen
Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI.

Kata Kunci: Akad, Hutang Piutang, Kreditjual Beli, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia

Kredit jual beli adalah transaksi jual beli barang yang dimana barang tersebut
pembayarannya dilakukan secara bertahap/berangsur dalam jangka waktu tertentu.
Faktanya dalam usaha kredit jual beli yang berada di Desa Pangkah Wetan masih
banyak yang menyalahi aturan seperti banyak debitur yang mengalami kemacetan
dalam melakukan pembayaran yang awalnya perjanjian dibuat dengan jangka
waktu 4 sampai 6 bulan akan tetapi pelunasan pembayaran hingga 1 sampai 2 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kredit jual beli
barang di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik dan bagaimana perspektif fatwa
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik terhadap praktik kredit jual beli barang
tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan mengambil sumber data
primer dari wawancara kepada pihak kreditur dan kepada Sekretaris Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik. Sedangkan sumber data sekunder dari
buku-buku, jurnal, hukum maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam
penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis
dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat adalah praktik kredit jual beli barang
memudahkan masyarakat desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik untuk memenuhi
kebutuhan yang di inginkan tanpa harus membayar barang kebutuhannya secara
tunai, pembayaran kredit ini bisa dengan cara berangsur, namun dalam pelaksanaan
kredit ini tidak ada perjanjian tertulis atau jaminan yang digunakan sehingga jika
terjadi kemacetan pembayaran dan ada pihak yang dirugikan maka tidak bisa
melakukan tindakan apapun selain menegur pihak debitur sehingga menurut
perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia transaksi tersebut belum sesuai dengan
syariat islam di karenakan dalam transaksi tersebut masih ada salah satu pihak yang
dirugikan dan perjanjiannya dianggap kurang sah.
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ABSTRACT

Fathiyatul Izzah, NIM 200202110051, 2025. Contract for Buying and Selling
Household Goods Through Perspective Credit Fatwa of the
Indonesian Ulema Council (Study in Pangkah Wetan Village,
Ujungpangkah District, Gresik Regency), Thesis, Department of
Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Fakhruddin. M.HI.

Keywords: Contracts, Debts and Receivables, Buying and Selling Credits, Fatwa
of the Indonesian Ulema Council

Buying and selling credit is a transaction of buying and selling goods where
the goods are paid in stages/gradually over a certain period of time. In fact, in the
buying and selling credit business in Pangkah Wetan Village, there are still many
who violate the rules, such as many debtors who experience congestion in making
payments, which were initially agreed to be made with a period of 4 to 6 months,
but the repayment is up to 1 to 2 years.

This study aims to find out how the practice of buying and selling credit in
Pangkah Wetan Village, Gresik Regency and what is the perspective of the fatwa
of the Indonesian Ulema Council of Gresik Regency on the practice of buying and
selling credit of these goods.

The research uses an empirical juridical research type using a sociological
juridical approach. By taking primary data sources from interviews with creditors
and to the Secretary of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council of
Gresik Regency. Meanwhile, secondary data sources are from books, journals, law
and the internet related to the object of study in the research. Data collection
methods with interviews and documentation. Data analysis is carried out by data
examination, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research obtained are that the practice of buying and selling
goods credit makes it easier for the people of Pangkah Wetan village, Gresik
Regency to meet their desired needs without having to pay for their needs in cash,
this credit payment can be gradual, but in the implementation of this credit there is
no written agreement or guarantee used so that if there is a payment jam and there
is a disadvantaged party, they cannot take any action other than reprimanding the
debtor, so that according to the perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulema
Council, the transaction is not in accordance with Islamic law, because in the
transaction there is still one of the parties who is aggrieved and the agreement is
considered invalid.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah
SWT, manusia merupakan makhluk yang sikap dan sifatnya sangat sulit
dipahami. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia
tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Manusia diciptakan untuk saling berinteraksi antara satu dengan
yang lain. Dengan interaksi sosial ini maka akan timbul hubungan timbal
balik dengan harapan bisa terpenuhi kebutuhannya. Hubungan interaksi
antar manusia satu dengan lainnya dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi
atau kegiatan muamalah.! Jika hal seperti itu dapat tercapai maka kehidupan
dalam bermasyarakat menjadi lebih teratur. Akan tetapi, disisi lain banyak
manusia yang memiliki sifat serakah dan sering mengesampingkan
kepentingan umum hanya untuk mencapai kepentingan pribadinya, maka
dalam hal seperti ini agama memberikan peraturan dalam bermuamalah
supaya kehidupan manusia dapat terjamin.

Dalam hukum islam diatur mengenai aturan-aturan tertentu supaya
tidak terjadi kesalapahaman yang dapat mengakibatkan permasalahan
antara pihak satu dengan pihak lainnya. Aturan-aturan ini diatur dalam

hukum muamalah. dalam figh muamalah mengatur berbagai akad atau

! Toto Erwandi. Skripsi: “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau). (Palangkaraya:
IAIN Palangkaraya, 2019). Hal. 1



transaksi yang memperbolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda
dan saling tukar-menukar manfaatnya berdasarkan syariat islam.?

Hukum islam merupakan keseluruhan ajaran islam yang tidak dapat
dipidahkan dalam kehidupan umat islam. Hukum islam memberi kebebasan
manusia untuk membuat jenis muamalah baru yang sesuai dengan
kebutuhannya. Hal seperti ini di perbolehkan apabila tidak ada dalil yang
melarang dari kegiatan tersebut.?

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang lebih tertuju kepada
hubungan pihak satu dengan pihak lainnya. Kegiatan muamalah juga
sebagai bentuk kegiatan sosial yang di lakukan melalui transaksi dan
produk. Bermuamalah dalam agama islam sangat dianjurkan. Dalam
bermuamalah harus dilakukan dengan cara halal dan wajar sehingga tidak
dapat menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.
Dalam bermuamalah juga harus dilakukan dengan pihak yang jelas
identitasnya sehingga dapat mengurangi hal yang dapat merugikan pihak
satu dengan pihak yang lainnya.*

Seiring dengan berjalannya waktu praktek muamalah telah
berkembang secara pesat dengan berbagai metode seperti jual beli kredit.
Praktek jual beli kredit dilakukan dengan cara menyerahkan barang diawal

dan untuk pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan jangka waktu

2 Nurfadillah. Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang di
Desa Panaikang Kabupaten Sinjai”. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021). Hal 2

% Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, AlQadau
Vol. 6 No. 1 (2019), h. 124.

4 Asriani. A. Skripsi: “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam
Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang)”. (Sulawesi: IAIN Pare-pare, 2021). Hal 2



yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.
Bentuk kredit barang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga atau keperluan lainnya.

Penjual barang melakukan perkreditan barang dagangannya
dikarenakan sekarang jual beli secara kredit mempunyai peminat yang lebih
banyak daripada jual beli secara cash. Hal seperti ini didasarkan banyaknya
kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga pembelian barang secara kredit
dapat meringankan masyarakat untuk memiliki sebuah barang yang
dibutuhkan tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah barang tersebut
dengan cara kredit dan pembayarannya dapat diangsur setiap hari, minggu
atau setiap bulannya.®

Dalam setiap perkreditan barang ada berbagai pihak yang memiliki
peran tersendiri. Rata-rata akredit barang memiliki dua peran yakni sebagai
debitur dan sebagai kreditur. Salah satu bentuk kredit barang yang terdapat
di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik
merupakan Kkredit barang seperti kredit perabotan rumah tangga, kredit
elektronik. Tujuan dari kegiatan kredit barang ini sebagai bentuk alternatif
yang dapat menghindarkan masyarakat dari pihak rentenir dan dalam
kegiatan kredit barang ini dapat meringankan beban masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya.

S Elsynta Putri. Skripsi: “Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan
Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar). (Riau: UIN Suska Riau, 2023). Hal 3



Kredit barang merupakan bentuk pembiayaan konsumen yang
diberikan oleh lembaga pembiayaan atau toko kepada pembeli untuk
pembelian barang dengan ketentuan pembayaran diangsur dalam jangka
waktu yang sudah disepakati.®

Kegiatan kredit barang diawali dengan musyawarah antara pihak
kreditur dengan debitur terkait dengan penentuan harga barang yang akan
menjadi objek dan besaran uang setoran yang akan dibayar oleh pihak
kreditur dengan jangka waktu yang ditetapkan. Contohnya barang yang
akan dijadikan objek kredit harga asli dari barang tersebut ialah Rp.
4.000.000 dan oleh pihak debitur dijual dengan harga Rp. 4.550.000 dengan
kesepakatan angsuran selama 6 bulan dan perharinya di angsur sejumlah
Rp. 25.000.7

Kegiatan kredit barang yang terjadi di Desa Pangkah Wetan,
Kecamatan Ujungpangkah ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota kreditur terhadap perjanjian yang sudah menjadi
kesepakatan diawal. Banyak anggota kreditur yang sudah menerima barang
yang dijadikan objek kredit akan tetapi waktu pembayaran angsuran
perharinya anggota kreditur ini menghilang atau tidak membayar. Dalam
kesepakatan di awal sudah di sepakati bahwasannya pengambilan barang
kredit bisa diangsur selama 4 sampai 6 bulan akan tetapi banyak pihak

debitur yang mengalami kemacetan pembayaran yang awal mulanya bisa

¢ D. Rahmawati & T. Nugroho. “Peran Lembaga Pembiayaan dalam Kredit Barang Konsumen”.
Jurnal Manajemen Keuangan, Vol. 10, No. 1 (2024)

"Yumnariyah. “Praktik Arisan Uang Menggunakan Sistem Bertingkat dalam Perspektif Hukum
Islam”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 07, No. 02 (2023)



lunas dengan jangka waktu tersebut akan tetapi banyak pihak debitur yang
barangnya lunas dengan jangka waktu 1 sampai 2 tahun maka dari itu dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi maka praktik
kredit barang yang berkembang di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan
Ujungpangkah ini telah melenceng dari prinsip-prinsip muamalah. segala
sesuatau yang dilaksanakan harus dengan menerapkan nilai keadilan tanpa
merugikan pihak manapun agar terhindar dari unsur penipuan.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain
mengenai arisan barang yaitu dilakukan oleh peneliti lain mengenai arisan
barang yaitu dilakukan oleh EI Synta Putri menyatakan bahwa adanya
sistem kredit barang yang dilakukan oleh penjual ini mempermudah bagi
warga desa untuk memiliki barang rumahan tersebut.® Penelitian yang
dilakukan oleh Yuyun Wulandari menyatakan bahwa adanya transaksi
pembelian secara kredit ini dapat memudahkan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari.’

Dari masalah perbedaan penelitian yang dilakukan menjadikan
keraguan dan keingintahuan penulis untuk meneliti lebih dalam terhadap
praktik kredit jual beli barang rumah tangga menurut perspektif Majelis

Ulama Indonesia mulai dari pelaksanaan kredit barang di desa Pangkah

8 Elsynta Putri. Skripsi: “Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan
Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar). (Riau: UIN Suska Riau, 2023). Hal 4

® Yuyun W. Skripsi: “Kajian Figh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit
Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”. (Kudus: IAIN Kudus, 2023).



Wetan, bagaimana alur praktik kredit barang dan bagaimana tinjauan
perspektif Majelis Ulama Indonesia terhadap kredit barang di desa Pangkah
Wetan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik mengangkat judul “Akad
Jual Beli Barang Rumah Tangga Melalui Kredit Perspektif Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (Studi di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah

Kabupaten Gresik)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan

sebuah rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit di Desa
Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana praktek kredit jual beli barang rumah tangga di Desa
Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif
fatwa Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuann Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit
di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2. Untuk mengetahui praktek kredit jual beli barang rumah tangga di Desa
Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif
fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat membantu memberikan
wawasan, informasi serta memberikan pemahaman kepada pembaca

mengenai kredit jual beli barang.



2. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi peneliti dengan menerapkan pengetahuan yang
dihadapi secara nyata dan dapat memberikan informai tentang praktek
kredit jual beli barang menurut hukum islam dan Perspektif Komisi
Fatwa MUI.
E. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul skripsi yang
membahas mengenai Akad Jual Beli Barang Rumah Tangga Melalui Kredit
Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi di Desa Pangkah Wetan
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) maka penyusun perlu
mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut.
1. Jual Beli
Jual Dbeli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan
barang.® Secara terminology jual beli dapat diartikan sebagai tukar-
menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan
dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.!
Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan
dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Hukum jual beli ialah
boleh atau mubah. Kebolehan jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-

qur’an surat Al-Bagarah ayat 275.

10 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2007), him.25.
11 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana. 2003), him. 192



Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Alalah SWT telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Kredit Jual Beli Barang

Kredit merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh
seseorang atau badan usaha dengan tujuan untuk meminjam uang atau
untuk membeli barang dan membayarnya dengan jangka waktu yang
sudah di tentukan.?

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa merupakan keputusan hukum mengenai sesuatu yang
berhubungan dengan hukum yang diberikan oleh seorang mujtahid
sebagai hasil ijtihadnya.’®* Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa
disebut dengan MUI merupakan lembaga yang mewadahi musyawarah
para ulama dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina dan
mengayomi umat muslim di Indonesia.

Fatwa DSN MUI merupakan pendapat atau keputusan hukum islam
yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah — Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI), Khususnya terkait kegiatan keuangan, ekonomi
dan bisnis syariah di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik nerupakan cabang dari

lembaga keulamaan yang resmi didirikan pada tahun 1980 oleh

2 Hasan B., Fathul Q., “Kredit Barang Dalam Sistem Pembayaran Paylater Di Transaksi Jual

Beli Online”.

Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 3 No.02 (2023).

13 Nova Effenty Muhammad. “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam”. Jurnal Al-Mizan Vol. 12

No. 1 (2016).



organisasi masyarakat islam dan berlokasikan di kompleks Masjid
Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik.
F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran
umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis
dan terfokus sesuai topik pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri atas lima
bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan latar
belakamg yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul
yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang
akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian
yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat
dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu manfaat
teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang
menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami
maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan

Bab Kedua Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menjelaskan dua
sub bab yaitu tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian
terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan pada
saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang
mekanisme praktik arisan barang yang diganti dengan uang, pelaksanaan
akad dalam arisan barang yang terjadi selama melakukan penelitian

terhadap kredit barang yang diadakan di Desa Pangkah Wetan Kabupaten
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Gresik. Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang berhubungan
dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dan menganalisis data.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait
metodelogi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian
terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber
data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab Keempat Pembahasan dan Analisis Data, pada bab ini akan
menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara, kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis

dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini akan menguraikan terkait
kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil
kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian yang bertujuan untuk
memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadikan masukan untuk

peneliti serta berguna bagi para pembaca.

11



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi-informasi tentang penelitian-
penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang
akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan
persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitan dengan
permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk
itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis Rizgi Oktaviani NIM 1218013 dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan)
Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang "
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan ini membahas
tentang praktik hutang piutang (gardul hassan) dengan tambahan
pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang. Dalam penelitian ini
praktik hutang piutang pihak KOPSIM NU Batang dan nasabah sudah
saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan
dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa dan sudah ada
kesepakatan di awal perjanjian.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti ini menggunakan analisis

deskriptif. peneliti menggunakan metode pendekatan normatif. Bahan

14 Rizqi O. Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qordhul Hasan)

Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Kopsim NU Batang”. (Pekalongan: IAIN
Pekalongan. 2022).
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penelitian yang digunakan peneliti ini adalah data primer dan sekunder
dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut
dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada narasumber
Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek
pembahasannya. Penulis ini membahas terkait dengan akad dan
perspektif MUI terhadap Praktik Kredit barang yang ada di Desa
Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

2. Skripsi ini ditulis oleh Dais Mirasifa NIM 1908205079 dengan judul
“Analisis Akad Pada Shopee Paylater Berdasarkan Perspektif Fatwa
DSN MUI"'® Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Syekh Nurjati Cirebon ini membahas analisis akad pada layanan
Shopee Paylater dari Perpektif Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini
ditemukan kesesuaian akad yang digunakan dalam Shopee Paylater
dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti ini menggunakan penelitian
deskriptif dan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif.
Bahan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah data sekunder dan
cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut
dengan menggunakan observasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan

diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait

15 Dais M. Skripsi: “Analisis Akad Pada Shopee Paylater Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN
MUI”. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2023).
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dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang
yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

3. Skripsi ini ditulis olen Ahni Aulya Rahma, NIM 20302112 dengan judul
“Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek)’®

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri membahas

mengenai bisnis jual beli barang bekas dibidang otomotif semakin

berkembang salah satunya pembelian motor bekas melalui dealer motor.

Praktik jual beli motor bekas pada Mitro Joyo Motor dilakukan dengan

cara face to face dan pembeli datang langsung ke dealer. Praktik ini

diperbolehkan akan tetapi terdapat denda yang menjadi permasalahan.

Denda dalam praktik jual beli di Mitro Joyo Motor tidak diberitahukan

sejak awal kepada pembeli sehingga salah satu pihak ada yang merasa

dirugikan.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti melakukan penelitian lapangan
dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. menganalisis data
sekunder, dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan
penelitian tersebut dengan menggunakan wawancara kepada
narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak

pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait dengan akad

16 Ahni A.R. Skripsi: “4kad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus di Mitro joyo Motor Panggul Trenggalek)”. (Kediri: IAIN Kediri. 2024)
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dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang yang ada di
Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

4. Skripsi ini ditulis oleh Indah Nawangsari , NIM 172111409 dengan judul
“Tinjauan Figh Mu’amalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar
Harian (Studi Kasus di dusun Betulo desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab.
Pacitan) "*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta ini membahas mengenai, mindring yang diadakan di Dusun
Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan bagaimana praktik
mindring keliling di dusun tersebut dan dijelaskan bahwasannya
mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari bibayar harian
perspektif Figh Mu’amalah dan mindring ini termasuk dalam akad
Murabahah dimana mindring tersebut sudah memenuhi syarat dan
rukunnya dan berdasarkan analisis dari figh muamalah mengenai
penambahan harga diperbolehkan atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan penelitian
kualitatif lapangan. bahan penelitian yang digunakan peneliti adalah data
primer dan data sekunder, dan cara yang digunakan untuk
mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan cara observasi, dan
wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan penelitian yang akan

diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis ini membahas terkait

17 Indah N. Skripsi: “Tinjauan figh Mu’amalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar Harian
(Stuidi Kasus di Dusun Betulo desa Bangunsari Kec. Pacitan. Kab. Pacitan)”. (Surakarta: UIN
Raden Mas Said Surakarta. 2023).
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dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik kredit jual beli barang
yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten Gresik.

5. Skripsi ini ditulis oleh Halimatul Ulyana NIM. 1402036097 dengan judul
“Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili"'® Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo ini membahas tentang jual
beli barang kredit dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili memang
diposisikan sebagai jual beli alternatid dikarenakan keterdesakkan
keadaan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan
hidup manusia bukan demi memenuhi hasrat manusia. Kebolehan jual
beli kredit Wahbah Az-Zuhaili tidak dapat diterapkan sembarangan
dikarenakan ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan analisis data yang
dilakukan seacara kualitatif konseptual. Bahan penelitian yang
digunakan peneliti merupakan data primer dan data sekunder dan cara
yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut dengan
cara observasi dan wawancara kepada narasumber. Perbedaan dengan
penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasannya. Penulis
ini membahas terkait dengan akad dan perspektif MUI terhadap Praktik
kredit jual beli barang yang ada di Desa Pangkah wetan Kabupaten

Gresik.

18 Halimatul U. Skripsi: “Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili”. (Semarang: UIN
Walisongo. 2021).
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Tabel A. 1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No. Nama ucl Persamaan Perbedaan
Peneliti Penelitian
1. Rizqi Tinjauan Hukum Memiliki Pada penelitian
Oktaviani | Islam Terhadap kesamaan dalam | Rizqi Oktaviani
Praktik Hutang meneliti terkait meneliti tentang
Piutang (Qordhul Hutang Piutang Hutang piutang
Hasan) Dengan Kredit Barang dengan tambahan
Tambahan pembayaran
Pembayaran sebagai jasa
Sebagai Jasa Di ditinjau menurut
Kopsim NU hukum islam
Batang sedangkan
penelitian ini
meneliti tentang
kredit jual beli
barang menurut
perspektif Fatwa
MUI di Desa
Pangkahwetan
Kabupaten
Gresik.
Dais Analisis Akad pada | Memiliki Perbedaan
Mirasifa | Shopee Paylater kesamaan dengan
Berdasarkan meneliti tentang | penelitian yang
2. Perspektif Fatwa kredit barang akan diteliti
DSN MUI terletak pada

tempat

penelitiannya
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dan obyek
penelitiannya.
Pada penelitian
saya meneliti
tentang kredit
barang atau yang
biasa disebut
dengan mindring
sedangkan
peneliti ini
meneliti tentang
Shopee Paylater
dan penelitian
saya di lakukan
di Desa Pangkah
Wetan
Kecamatan
Ujungpangkah
Kabupaten
Gresik.

Ahni Aulya

Rahma

Akad Jual Beli
Kredit Pada Motor
Bekas Perspektif
Hukum Ekonomi
Syariah (Studi
Kasus di Mitro
Joyo Motor
Panggul
Trenggalek)

Memiliki
persamaan
meneliti tentang
kredit jual beli
barang

Perbedaan
dengan
penelitian yang
akan diteliti
terletak pada
pandangan
hukum dan
tempat
penelitiannya,
pada penelitian
Ahni Aulya
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Rahma meneliti
tentang Jual beli
kredit motor
bekas di tinjau
hukum ekonomi
syariah
bagaimana dan
penelitian ini
dilakukan di
Panggul
Trenggalek
sedangkan
penelitian yang
akan saya teliti
ini ditinjau
menurut
perspektif Fatwa
MUI dan
penelitian yang
akan diteliti ini
dilakukan di
Desa Pangkah
Wetan
Kecamatan
Ujungpangkah
Kabupaten
Gresik

Indah

Nawangsari

Tinjauan Figh

Mu’amalah

Terhadap Mindring

Keliling Dibayar

Memiliki
persamaan
meneliti tentang

kredit barang

Perbedaan
dengan
penelitian yang

akan diteliti
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Harian (Studi
Kasus di Dusun
Betulo Desa
Bangunsari Kec.
Pacitan Kab.

Pacitan

terletak pada
tinjauan
hukumnya pada
penelitian Indah
Nawangsari ini
ditinjau menurut
Figh Mu’amalah
sedangkan
penelitian yang
akan diteliti ini
ditinjau menurut
perspektif Fatwa
MUI dan
penelitiannya
dilaksanakan di
desa Pangkah
Wetan
kecamatan
Ujungpangkah
Kabupaten
Gresik.

Halimatul

Ulyana

Jual Beli Kredit
Menurut Wahbah
Az-Zuhaili

Memiliki
persamaan
meneliti tentang
kredit jual beli
barang

Perbedaan
dengan
penelitian yang
akan diteliti ialah
penelitian yang
dilakukan oleh
Halimatul
Ulyana meneliti
tentang kredit

barang menurut

20




pandangan
Wahbah Az-
Zuhaili
sedangkan
penilitian yang
akan diteliti ini
tentang kredit
barang menurut
perspektif Fatwa
MUI.

B. Kerangka Teori
1. Akad
a. Pengertian Akad
Kata Akad berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti
ikatan atau kewajiban. Akad juga biasa disebut dengan istilah
perjanjian. Secara istilah akad diartikan sebagai perikatan antara ijab
dan gabul sesuai dengan syariat yang berpengaruh dalam obyek
yang dijadikan perikatan.'®Dalam kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara
dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan hukum tertentu. Dalam figh muamalah konsep akad
dibedakan dengan wa’ad, wa’ad merupakan janji antara pihak satu

dengan pihak lainnya sedangkan akad merupakan kontrak antara

19 Darmawati, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Sulesana Vol. 12 No. 2 (2018), him 144
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kedua belah pihak yang saling mempunyai kesepakatan, masing-

masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun akad

Akad dapat dibentuk apabila sudah terpenuhi unsur-unsur

akadnya, unsur-unsur akad terdiri dari rukun dan syarat akad.
Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu sehingga hal
itu terwujud karena adanya unsur tersebut atau unsur yang harus
ada didalam akad itu sendiri, jika didalam akad tersebut tidak
ada rukunnya maka dalam islam dianggap tidak pernah ada akad
tersebut, Menurut mayoritas ulama fiqih rukun akad terdiri dari
tiga unsur yakni:
(1) shighat (pernyataan ijab dan gabul)
(2) agidain (para pihak yang melakukan akad)
(3) ma’qud ‘alaih atau objek akad.

2) Syarat Akad
a. Shighat akad (ljab Kabul)

Sighat akad ini berasal dari dua pihak yang
melakukan akad. Para ulama berpendapat bahwasannya
sighat ini penting dikarenakan menunjukkan kerikhlasan
seseorang untuk melakukan sebuah akad. Dalam melakukan
sebuah akad ijab dan Kabul harus jelas dalam menunjukkan

maksud dan kehendak dari dua pihak yang melakukan akad
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tersebut. ljab dan Kabul bida dilakukan secara lisan,tulisan

dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau

menulis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan
perbuatan yang tentu subtasinnya adalah menunjukkan
kerelaan satu sama lain.

. Al-Agidain (Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa dari satu pihak
maupun lebih, bisa pribadai maupun badan hukum.
Persyaratan bagi pihak yang akan melakukan akad ada tiga:
1. Pelaku akad mampu menerima beban syara’ yang

sempurna seperti baligh, berakal sehat dan mempunyai
wilayah untuk melakukan akad.

2. Apabila akad timbul dari pihak yang tidak mempunyai
kecakapan dan kewenangan sama sekali maka akad
dianggap tidak sah atau batal.

3. Apabila akad dilakukan oleh pihak yang mampu
menampung beban syara’ akan tetapi pihak tersebut
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi
yang akan dilaksanakan maka akad tersebut hukumnya
ditangguhkan menunggu persetujuan dari orang yang

memiliki barang.
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C. Mauqud ‘alaih (Objek Akad)

Harga atau barang yang menjadi objek transaksi
maka syaratnya objek harus ada pada waktu akad
dilaksanakan, objek akad yang diperbolehkan ialah objek
akad yang halal, diserahterimakan ketika akad dan objek
yang akan diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang
berakad.

d. Maudhu’ Al-‘Akad (Tujuan Akad)
Tujuan dari akad dilaksanakan merupakan bagian yang
sangat penting yang mesti ada pada setiap akad.?°
3) Jenis Akad
1. Istishna

Istishna merupakan akad yang meminta kepada seseorang
untuk membuatkan sebuah produk atau barang tersebut.?

Akad istishna merupakan kontrak jual beli barang belum
tersedia (dalam tahap produksi atau ditangguhkan pengadaanya
dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan yang disepakati
terlebih dahulu. Setelah barang jadi penjual harus memenuhi

pesanan sesuai spesifikasi.

20 Arif Rijal Anshori, “Analisis Penerapan Akad-Akad Syariah Yang Relevan Pada Koperasi
Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid”, Jurnal
Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Vol. 4 No. 1 (2021), him 5

21 Eka Nuraini R. dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “dkad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan
Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, him 787.

24



Ketentuan syar’i dalam akad istishna’ diatur dalam fatwa
DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan
bahwasanya akad tersebut mencakup berbagai aspek seperti
pembayarannya dan spesifikasi barangnya. Transaksi istishna’
memiliki beberapa kelebihan yakni mampu menyesuaikan
barang yang dipesan sesuai dengan keinginan para pembeli serta
dapat memberikan kemudahan dalam transaksi terutama di
bidang manufaktur yang membutuhkan biaya besar akan tetapi
dananya terbatas.??

Dasar hukum akad istishna’ sama dengan akad salam
dikarenakan akad istishna merupakan bagian pada jual beli
salam. Pada jual beli salam dijelaskan bahwasannya barang-
barang yang akan dibeli sudah ada akan tetapi belum berada
ditempat, sedangkan jual beli istishna’ barangnya belum ada dan
masih akan dibuat atau diproduksi. Jual beli istishna’ menurut
madzhab Hanafi tidak diperbolehkan akan tetapi di bolehkan
karena prakteknya dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan
di dalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya.

Dalam jual beli istishna’ dijelaskan bahwasannya pembeli
menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai dengan

spesifikasi yang di syaratkan kemudian diserahkan kepada

22 M. Ihsan Furgoni dkk. “Optimalisasi Penerapan Akad Salam dan Istishna Dalam Perbankan
Syariah: Tantangan, Strategi, dan Implikasi Operasional”. Jurnal Al-Qalam: Jurnal limiah
Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 Maret-April 2025. HIm. 846.
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pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau diangsur.
Kemudian spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh
pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang tidak
dapat diubah selama jangka waktu akad yang sudah di tetapkan.
Adapun rukun-rukun jual beli istishna’ antara lain:

a. Produsen (pembuat barang) (shaani’) yang menyediakan

barangnya.

b. pemesan (pembeli barang) (Mustashni)

c. Proyek (usaha barang/jasa yang dipesan (Mashnu’)

d. Harga (saman)

e. Serah terima (ijab kabul)
Kemudian syarat-syarat jual beli istishna’ antara lain:

a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunya kekuasaan
untuk melakukan jual beli

b. Ridha/ kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.

c. Apabila akad disyaratkan Shani hanya bekerja saja maka
akad ini bukan lagi istishna tetapi berubah menjadi akad
ijarah

d. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan
untuk mengadakan/membuat barang itu

e. Mashnu’ mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis,

ukuran. Mutu dan jumlahnya
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f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang
dilarang syara’ (najis, haram, samar/tidak jelas) atau
menimbulkan kemudratan. 2

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu pertukaran antara penjual dan pembeli

atas suatu barang yang dilakukan dengan kesepakatan harga tertentu
baik secara tunai maupun secara kredit dengan memperhatikan
prinsip-prinsip syariah.

1) Jual beli menurut Ulama Hanafiah diartikan sebagai pertukaran
harta dengan harta melalui cara tertentu (ijab-gabul atau mu’ata)
sehingga kepemilikan berpidah.?

2) Jual beli menurut Sayid Sabiq diartikan sebagai memindah milik
dengan ganti yang dibenarkan syariat atas dasar saling ridha.

3) Jual beli menurut ulama Syafi’iyah diartikan sebagai akad tukar-
menukar harta dengan harta yang keduanya boleh di tasharrufkan
melalui ijab-gabul yang dibenarkan syar’

Dari definisi diatas Jual beli merupakan tukar menukar dengan harta
atas dasar kerelaan bersama atau memindahkan hak kepemilikan dengan

ketidakseimbangan berdasarkan cara yang diijinkan menurut syara’

23 Siti Mujiatun. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna’”. Jurnal Riset Akuntansi
dan Bisnis Vol. 13 No. 2 September 2014. HIm 215.

24 \Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2007), him.25.
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dengan prinsip yang harus diwujudkan dan sejalan dengan firman
Allah.®
b. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

1) Rukun jual beli ada beberapa macam antara lain:

a. Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli).

b. Objek Akad (Barang/Jasa yang dijual)

c. ljab-Qabul (Akad)

2) Syarat jual beli terdiri dari:

a. Agqidain (Baligh dan Berakal tidak boleh orang gila dan akad
harus berdasarkan atas dasar rasa suka sama suka).

b. Ma’qud Alaih (Barang yang diperjualbelikan dapat dilihat
dan diketahui secara pasti, dimiliki oleh penjual dan
didalamnya tidakada unsur ketidakjelasan curang atau tipu
muslihat yang bisa merugikan pihak lain).

c. Shighat (ljab dan gabul harus diucapkan secara jelas dan
kedua pihak mengetahui akad yang terjadi saat itu).2

3) Etika Dalam Jual Beli
a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan yaitu

keuntungan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang

25 Yuda Dina Septiana. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Islam (Analisis Pemikiran al-Jazrih).
Juranl At-Tasyrih Vol. 07 No. 02 (2022).

% Muallif, “Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun, Syarat dan Macam-macam Jual Beli”,
An-Nur.ac.id (Universitas Islam An-Nur Lampung), 23 November 2022, diakses tanggal 14 Juni

2025, https://an-
nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/.
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dalam semua agama dikarenakan dapat menimbulkan
kesalahpahaman.
b. Berinteraksi dengan jujur yaitu dengan menggambarkan barang
dagangan secara jujur.
c. Bersikap toleran dalam berinteraksi penjual dan pembeli
bersikap mudah dalam menentukan harga.
d. Menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli karena
termasuk cpbaan bagi Allah.
e. Memperbanyak sedekah
f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.?’
4) Larangan dalam jual beli
a. Gharar (Ketidakjelasan) larangan tegas terhadap unsur
ketidak jelasan karena dapat membatalkan akad.
b. Riba (Bunga) Setiap tambahan tidak adil dalam jual beli atau
peminjaman hukumnya haram.
c. Tahdeed (Ancaman) setiap transaksi yang atau paksaan
menghilangkan menghilangkan unsur keadilan.
d. Penipuan dalam bentuk apapun dianggap bertentangan
dengan jual beli dikarenakan tidak sesuai dengan yang

diajarkan oleh islam.?

27 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2007), him.27.

2 Muallif, “Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam”, YatimMandiri.org (Bagian
Muamalah, Yayasan Yatim Mandiri), tanpa tanggal, diakses tanggal 14 Juni 2025,
https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam/.
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3. Kredit Jual Beli
a) Pengertian Kredit Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak satu dengan
pihak lainnya, dimana pihak tersebut ada salah satu pihak sebagai
debitur dan satu pihak sebagai kreditur.

Menurut Thomas Suyatno kebutuhan manusia mempunyai
aneka ragam sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu
kebuthannya terbatas, oleh karena itu manusia memerlukan bantuan
orang lain untuk memenuhi kebutuhannya seperti bantuan dalam
bentuk permodalan.

Kredit mmenurut istilah merupakan kemampuan untuk
melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman
dengan suatu janji, pembayaran dilaksanakan pada jangka waktu
yang sudah disepakati dari awal. Akad dalam jual beli boleh
dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang. Jika
dalam pembayaran jual beli kredit tersebut ditangguhkan dan ada
penambahan harga dari pihak kreditur karena penangguhan tersebut
maka jual beli tersebut diperbolehkan karena tangguhan tersebut
sebagian dari harga.

Kredit juga dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang
transaksi pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dan dalam

harga pokok ditambahkan jumlah keuntungan.
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Jual beli kredit merupakan transaksi yang cukup banyak diminati
oleh masyarakat kelas menengah kebawah terutama didaerah
perdesaan. Masyarakat perdesaan mudah tergiur dengan tawaran
penjual sehingga transaksi ini banyak digemari. Kredit jual beli ini
mempunyai berbagai macam, antara lain:

a. Ba’l Muajjal

Ba’l Muajjal merupakan akad jual beli yang penjualnya
menyerahkan barang kepada pembeli dengan pembayaran yang
ditunda hingga waktu yang sudah ditetapkan. Harga barang
ditetapkan diawal transaksi dan pembayarannya dapat dilakukan
secara angsur atau pembayran dilunasi pada waktu yang sudah
ditetapkan. Praktik Ba’l Muajjal sering digunakan dalam kegiatan
seperti jual beli barang secara kredit.*°

1) Sumber Hukum Ba’i Muajjal

a) Al-Qur’an

QS. Al-Bagarah:275
Lo a5 gl 0 05
Artinya:

’

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.’

Maulidia Fitria. Skripsi: “Kredit Barang Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis 1slam (Studi
Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. (Ponorogo: IAIN
Ponorogo. 2022). Hal 24 - 26

%0 Badruddin. Hasan H. “Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli: Ba’l Al-Wafa, Ba’l Al-Inah, Ba’l
Bitsamanajil dan Ba’l Tawarruq”. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol 1 No. 2. (2024).
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Dalam surah Al-Bagarah:275 dijelaskan
bahwasannya akad jual beli termasuk dalam transaksi
dengan pembayaran ditangguhkan dan diperbolehkan saja

selama transaksi tersebut tidak mengandung riba.3

b) Hadist Nabi Muhammad SAW

d)

Dalam HR. Bukhari no. 2509 dijelaskan bahwasannya
transaksi  diperbolehkan dengan pembayaran yang
ditangguhkan atau ditunda.

Ijma’ Ulama

Banyak para ulama yang sepakat bahwasannya jual beli
yang transaksinya ditangguhkan atau dicicil selama
transaksinya tidak mengandung unsur riba atau penipuan
diperbolehkan dalam islam.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Ba’l
Al-Muajjal. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwasannya untuk
mengatur jual beli dengan pembayaran Tangguh, baik tunai
dimasa mendatang maupun secara angsuran. Dalam fatwa ini
objek yang di kreditkan harus halal dan dimiliki oleh penjual,
harga harus disepakati dan tidak boleh berubah setelah akad

dan pembayaran harus jelas.

31 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-

Qur’an). (2011)

32 Dewan Syariah Nasional-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/1X/2000. tentang Jual Beli
Kredit (Baa’l Al-Muajjal). (Jakarta: DSN-MUI). (2000).
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b. Murabahah
Murabahah merupakan akad jual beli dalam ekonomi
syariah yang dimana penjual memberitahu harga barang
kepada pembeli dan menetapkan keuntungan yang sudah
disepakati bersama. Murabahah sering ditemui dalam
perbankan syariah sebagai mekanisme pembiayaan seperti
bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah
kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga
pokok dan ditambah keuntungannya.
Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi murabahah
sebagai jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan.3*
2) Sumber Hukum Murabahah
a) Al-Qur’an
Q.S An-Nisa: 29
O ) JLalally 2 280 5 1500 15l caall G

Sl B FE- A0 (YR NF . BELw . (cF 2o Rogze % ol
0 &) B 5 Y5 Bk ) 5 G 583 650
a8 08

Artinya:

33 Herman S., Nur W. A, Juhainah. “Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi
Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.
Lampung Timur)”. Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Hal. 4

3 Tri Setiady. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Figh Islam, Hukum Positif dan Hukum
Syariah”. Jurnal 1lmu Hukum Vol. 08 No. 3. Hal 521.
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” %
b) Hadist
Hadis Riwayat  Al-Bukhari dan  Muslim
“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan ”, dijelaskan
bahwasannya transaksi murabahah harus dilakukan dengan
kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tidak boleh ada
unsur paksaan maupun unsur tipuan.®
c) Fatwa DSN-MUI
Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017
tentang Akad Jual Beli Murabahah. Fatwa ini menjelaskan
bahwa akad bai’ al-murabahah merupakan akad jual beli
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai laba, %
c. Dasar Hukum Kredit

Dalam jual beli kredi terdapat berbagai perbedaan

ada yang memperbolehkan ada yang melarang. Dalam

% Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: PT. Lentera Abadi). (2005).
% A-Nawawi. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim. (Beirut: Dar Thya’ al Turats al-¢Arabi). (2001).
37 DSN-MUI. Kompilasi Fatwa DSN-MUI, Edisi Revisi. (Jakarta: DSN_MUI). (2017).
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pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat
Islam) jual beli secara kredit masuk kedalam kategori hutang
yang diartikan sebagai transaksi suatu barang dengan harga
yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus
dalam waktu yang disepakati.

Dalam transaksi jual beli kredit diharuskan atas dasar
kepercayaan seperti pihak kreditur percaya bahwasannya
pihak debitur sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah
diperjanjikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dalam surah Al-Bagarah ayat 282

R00 <
-

85575 800 A 0T 1 oy s 1y T3t S
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya.”

Ayat Al-Bagarah ini menunjukkan bahwasannya transaksi
boleh dilakukan secara tidak tunai asalkan transaksinya jelas
dan tercatat.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004

bahwasannya tambahan tanpa imbalan yang terjadi dikarenakan

adanya penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan
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sebelumnya yang biasanya disebut dengan riba. Akan tetapi
akad jual beli dengan harga yang lebih mahal dibandingkan
tunai diperbolehkan tetapi harus memenuhi persyaratan untuk
memenuhi keabsahannya. Dan harus memperhatikan apabila

ada unsur riba dan keuntungan lainya.®

d. Perjanjian Kredit Jual Beli

Perjanjian kredit jual beli merupakan kesepakatan antara
penjual dan pembeli dimana barang diserahkan terlebih dahulu
kepada pembeli dan pembayarannya dilakukan secara
bertahap atau ditunda sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan bersama. Perjanjian dapat berbentuk tertulis dengan

kesepakatan para pihak.*

. Upaya Hukum Kredit Jual Beli Barang

Dalam perjanjian kredit jual beli barang apabila dalam kredit
jual barang tersebut terjadi wanprestasi atau pelanggaran
terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak terdapat beberapa
upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan
permasalahannya.Adapun beberapa upaya hukum

diantaranya:

BErwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.

2017). Hal 421.

% |ka Oktavia. Skripsi: “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi
Kasus di Desa Mengandung sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”. (Lampung:
IAIN Metro. 2018) Hal 81
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1) Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Dalam transaksi kredit jual beli barang apabila terjadi
wanprestasi dapat diselesaikan melalui kekeluargaan antara
kreditur dan debitur yang tujuannya mencapai kesepakatan
bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian seperti

ini dapat menghemat biaya dan waktu serta lebih efisien.*°

2) Mediasi dan Arbitrase
Dalam transaksi kredi jual beli barang apabila terjadi
wanprestasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih
dahulu apabila secara kekeluargaan tidak berhasil maka
dapat menempuh jalur mediasi atau arbitrase. Dalam
penyelesaian secara mediasi ini melibatkan pihak ketiga
yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan
sedangkan penyelesaian secara arbitrase menyerahkan
keputusan kepada arbiter yang ditunjuk. Metode mediasi dan
arbitrase diatur dalam perundang-undangan dan dapat
dijadikan alternatid sebelum menempuh jalur litigasi.
3) Upaya Hukum Melalui Pengadilan (Litigasi)
Dalam transaksi kredit jual beli apabila terjadi wanprestasi
dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, non litigasi

masih belum bisa maja pihak yang dirugikan dapat

40 Dewa Made S. A. P. dan | Dewa Ayu D. M. Penyelesian Permasalahan Kredit Macet Pada
Bank Melalui Novasi. Jurnal Kertha Negara Vol. 12 No. 2. (2024). Hal 249
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mengajukan gugatan ke pengadilan terdekat. Pengadilan
akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan
ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dapat
berupa perintah pembayaran, ganti rugi atau eksekusi
terhadap jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian.

4) Novasi (Pembaharuan Utang)

Novasi merupakan perjanjian pembaharuan utang yang
dapat dilakukan apabila para pihak sepakat untuk mengganti
perjanjian lama dengan perjanjian baru. perjanjian seperti ini
diatur dalam Pasal 1413 — 1424 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Novasi dapat menjadi solusi
untuk mengatasi kredit macet dengan menyusun kembali
ketentuan pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi
debitur.*!

f. Perlindungan Hukum Kredit Jual Beli
Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit nual beli
barang bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan para
pihak baik pihak kreditur maupun debitur, terutama dalam
situasi wanprestasi atau sengketa. Perlindungan hukum

dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

41 Dewa Made S. A. P. dan | Dewa Ayu D. M. Penyelesian Permasalahan Kredit Macet Pada
Bank Melalui Novasi. Jurnal Kertha Negara Vol. 12 No. 2. (2024). Hal 246
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1) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur
Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan
apabila debitur malakukan wanprestasi. Akan tetapi
pelaksanaan pengeksekusian harus sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.*?
2) Perlindungan Hukum Bagi Debitur
Debitur juga dilindungi oleh hukum untuk mencegah
tidakan sewenang-wenang dari kreditur. dalam transaksi
kredit jual beli harus berdasarkan asas keseimbangan dan
itikad baik dikarenakan apabila terjadi tindakan yang
merugikan pihak debitur tanpa didasari hukum yang sah
maka pihak debitur dapat mengajukan upaya hukum.*?
3) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Konsumen membeli barang secara kredit juga
memiliki perlindungan hukum terutama jika terjadi
penarikan barang secara sepihak oleh leasing. Penarikan
barang oleh leasing harus dilakukan melalui proses
hukum yang sah. Jika dilakukan sepihak tanpa putusan

pengadilan tindakan tersebut dianggap melanggar

42 Agil Arie Setiawan. Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian
Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang” Hal 7.

4 Pasonang Aritonang. Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi
Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas
Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/PDT.G/2016/PN.RAP)”. (Pekanbaru:
Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2020). Hal 64.
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hukum dan konsumen memiliki hak untuk menuntut
ganti rugi.**
4. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai nasihat,
petuah, jawaban atau pendapat. Fatwa merupakan sebuah keputusan
yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui
otoritasnya kemudian disampaikan oleh seorang mufti atau ulama
sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta
fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Peminta fatwa tidak harus
mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.*

MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan wadah dari
permusyawarahan para ulama, pimpinan atau cendikiawan muslim
dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami
dan dapat meningkatkan keterkaitan umat islam dengan pembangunan
nasional. MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat bukan
merupakan lembaga milik negara.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan keputusan atau
pendapat yang diberikan oleh lembaga MUI tentang sesuatu masalah

dalam ekhidupan umat islam.*

4 Rahma Levina N. Skripsi: “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Belum Lunas
dan Ditarik Kembali Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus Adira Finance Semarang)”. (Semarang:
UNISSULA. 2024). Hal 66.

4 Dr. KH. Fuad Thohari, MA, Fatwa-Fatwa di Indonesia (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), him
31.

46 Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia”
(https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-
1t5837dfc66ac2d/ Diakses pada 08 Mei 2024, 13.14)
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Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara
yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi fatwa memiliki
pengaruh moral dan sosial yang signifikan di kalangan umat islam. 4’
Fatwa MUI juga memiliki peran sebagai pedoman bagi umat islam
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip
syariah. Fatwa MUI tidak mengikat secara hukum positif akan tetapi
fatwa MUI sering dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah, organisasi masyarakat dan individu dalam mengambil
keputusan yang sesuai dengan ajaran islam. ¢ Adapun beberapa Fatwa
DSN-MUI yang ada keterkaitannya dengan kredit jual beli barang,
diantaranya:

1. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Dalam akad Murabahah pihak kreditur harus menyebutkan
harga perolehan baarang kepada pembeli dan menyepakati
margin keuntungan. Haraga jual harus bersifat tetap tidak boleh
berubah selama masa akad. Pembayaran dapat dilakukan secara

tunai atau angsusran.

4"Ahmad Badrul T. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Al-Musthofa VVol. 04 No. 1
(2021). Hal. 70

48 Zafrullah Salim. “Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan . Badan Litbang dan
Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012. Hal. 21.

4% Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 1, ayat 1 (10 Oktober 2018)
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2. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
Fatwa ini menegaskan bahwasannya pembayaran harga dalam
jual  beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh,
angsuran/bertahap. Harga dalam jual beli tidak tunai boleh
berbeda dengan harga tunai selama sudah ada akad yang
disepakati diawal.
3. Fatwa No. 111/DSN-MUI /IX/ 2017 tentang Akad Jual Beli
Murabahah
Menekankan bahwa dalam murabahah harga jual harus
disepakati diawal dan tidak boleh berubah. Pembayaran
murabahah ini dapat dilakukan secara angsuran dengan jangka
waktu tertentu.
4. Fatwa No. 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang Sanksi atas Nasabah
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
Dalam fatwa ini mengatur bahwasannya nasabah yang mampu
namun menunda pembayaran dapat dikenakan sanksi berupa
denda . denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan bagi
lembaga-lembaga keuangan syariah, melainkan disalurkan untuk

kegiatan sosial.
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5. Fatwa No. 48/DSN-MUI/11/2005 tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah
Dalam Fatwa ini mengmenekankan pentingnya keadilan,
kerelaan dan empati dalam transaksi kredit, khususnya dalam
akad murabahah. Penjadwalan kembali boleh dilakukan asal tidak
menimbulkan unsur riba, serta tetap menjaga prinsip transparasi

dan kesepakatan bersama.
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A

BAB I111

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan (yuridis empiris),
yang mana dikenal dengan penelitian sosial dengan pendapat Soerjarno
Soekanto yaitu mencakup penelitian yang menggunakan pemahaman
hukum dan juga penelitian atas kemampuan sebuah hukum.®® Oleh
karena itu, penelitian termasuk penelitian yang dilakukan berdasarkan
atas keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat
yang tujuannya bisa mengetahui kenyataan memperoleh data yang
sesuai dengan objek yang akan diteliti. Setelah bukti-bukti diperoleh
akan analisis masalah untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian
dari objek yang diteliti.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini bermaksud
untuk mengumpulkan data dan informasi serta peristiiwa atau kejadian
yang nyata terkait kehidupan yang terjadi di masyarakat dan sesuai
dengan keadaan di lapangan yaitu mengenai kredit jual beli barang yang
terjadi di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten

Gresik.

%0 Soerjarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1984), 51
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A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji
terhadap fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad
jual beli dan fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Jual Beli Murabahah. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan
dikarenakan yang akan diteliti mengenai kredit jual beli barang di Desa
Pangkah Wetan Kabupaten Gresik.
B. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan informasi-informasi dalam proses penelitian ini
peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Desa Pangkah
Wetan dan Kantor Lembaga Fatwa MUI di Jalan DR.Wahidin Sudiro
Husodo , Klangonan, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur 61161
C. Sumber data
Untuk mendapatkan data pada penelitian ini di klasifikasikan
menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data
sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Data Primer
Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh
langsung dari sumber pertama melalui mewawancarai kepada
kreditur di Desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik untuk

mengetahui terkait praktik kredit barang yang diadakan. Selanjutnya
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setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menurut
pandangan Fatwa MUI Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu memberikan
keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni
dokumen, buku, jurnal penelitian, yang mendukung pembahasan
penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder
yang berupa buku Al-Qur’an dan Terjemahannya, buku Ar-Razzaq
Mushaf Al-Qur’an, buku Fatwa-fatwa di Indonesia dan buku
Kedudukan fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia.
Adapun sumber data yang berasal dari jurnal yakni jurnal Ekonomi
dan Bisnis, jurnal Hukum Politik dan Agama, jurnal Wawasan
Keislaman dan jurnal Riset Multidisiplin Edukasi serta karya ilmiah
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam
penelitian.
D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah wawancara dan dokumentasi, untuk penjelasannya sebagai

berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur tanya jawab dalam

penelitian berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

bertemu secara tatap muka dan mendengarkan secara langsung suatu
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informasi . metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih
efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan
interviewer dapat bertatap muka secara langsung dengan responden.
Interviewer dapat menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta
yang ada baik pendapat maupun opini. Hasil wawancara
disampaikan secara lisan untuk mencapai informasi yang benar dan
sesuai. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara
secara langsung kepada kreditur yang ada di Desa Pangkah Wetan

dan Lembaga Fatwa MUI yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3.1
Narasumber
No. Nama Kedudukan
1. Husniyatul Jannah Kreditur
2. KH. Fathoni Abdussyukur Sekretaris Komisi

Fatwa, Hukum dan

Pengkajian

Dokumentasi

Dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik
pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan
oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa
prosedur peraturan-peraturan laporan hasil pekerjaan yang
diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Dalam
metode ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan

mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti
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dokumen, buku,jurnal dan foto dari hasil wawancara. Dokumentasi
yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan catatan
peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto) dan rekaman audio
yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.
E. Metode Pengolahan Data
Untuk mengindari kesalahan dan memudahkan pemahaman peneliti
akan melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitisan, antara
lain:
a. Memeriksa Data (Editing)

Merupakan proses yang digunakan pada tahap selanjutnya
setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan baik berupa
penelitian kembali atas hasil dari data penelitian yang ada
sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang
didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data
yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara kepada kreditur dan
kepala lembaga Fatwa MUI yang memiliki hubungan dengan objek
penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil wawancara
narasumber dapat diolah kembali sehingga hasil dari penelitian ini
daoat lebih mudah untuk dipahami.

b. Kilasifikasi (Classifying)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan semua data-

data yang telah didapat. Kemudian, data dikategorikan kedalam

berbagai jenis yang dirancang untuk memastikan bahwa data atau
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sumber yang didapatkan dari informan sesuai yang dibutuhkan oleh

peneliti.

. Verifikasi (Vervying)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali kepada data
yang sudah terkumpul dan kesesuaian dengan apa yang sudah
disusun oleh peneliti yang bertujuan untuk mempermudah
pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh
. Analisis (Analysing)

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh tersebut dianalisa
menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas
permasalahan yang diangkat.

Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam pengolahan
data dan pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan.
Merupakan pernyataan singkat dan jelas terhadap kejadian yang

fakta terkait.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kredit jual beli barang merupakan mekanisme transaksi dimana
penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara langsung dan
dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama. Transaksi kredit
sering dilakukan pembeli untuk memiliki barang meskipun belum
melakukan pembayaran barang secara cash.

Salah satu praktek kredit jual beli barang juga ada di Desa Pangkah
Wetan Kecamatan Ujungpangkah yang dimana praktek kredit jual beli
barang tersebut berada di Jalan Sumber Suci RT. 02 RW. 15 Pangkah
Wetan, Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pandangan atau
pendapat hukum islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
sebagai respon terhadap permasalahan atau pertanyaan yang dihadapi
umat islam di Indonesia. Fatwa juga mempunyai tujuan memberikan
bimbingan hukum syariah berdasarkan sumber-sumber utama islam
seperti Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas. ° Fatwa MUl menggunakan

metodologi jumhur yang ditempuh oleh jumhur (mayoritas) ulama. 3

51 Halimatul A. Skripsi: “Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili”. (Semarang: UIN
Walisongo. 2021). Hal. 19.

52 Rahman Abd. Rahman. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Rumah
Jurnal STIBA Hal 2.

53 Al Fakhri Z. “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Jurnal Dakwah: Vol. 10 No. 2. Hal
2
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Salah satu lembaga Fatwa MUI juga ada di Kabupaten Gresik tepat
di JI. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klangonan, Kembangan, Kec.
Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61124 tepat di belakang
Masjid Agung Gresik. Lokasinya strategis diharapkan dapat
memudahkan aksesbilitas.

Majelis Ulama Indonesia biasanya digunakan sebagai wadah
musyawarah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim. Majelis
Ulama Indonesia merupakan gerakan masyarakat. Majelis Ulama
Indonesia  ini  tidak berbeda dengan  organisasi-organisasi
kemasyarakatan yang lain di kalangan umat islam. Majelis Ulama
Indonesia tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur
yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan. Majelis Ulama
Indonesia tidak bermaksud memposisikan dirinya sebagai wadah
tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat islam.
Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak menghalangi untuk
menjalin hubungan dan Kerjasama dengan pihak dalam negeri maupun
luar negeri selama masih menjalankan kerjasama berdasarkan posisi
masing-masing dan tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi dari

Majelis Ulama Indonesia.>*

% Ma’ruf Amin, dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga,

2011), him 4.
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Visi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik ialah mewujudkan
organisasi rujukan dalam pelayanan umat dan di tingkat nasional pada
tahun 2029.

Misi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik ialah melakukan
dan mengembanglan pola pelayanan umat yang selaras dengan
perkembangan kekinian untuk menetapkan posisi organisasi sebagai
khadimul ummah, shodiqul hukumah dan himayatul ummah.
Melakukan dan mengembangkan pola relasi yang seimbang dan
harmonis antar umat islam dan pemerintah serta mengembangkan tata
kelola organisasi yang berish, transparan, terpercaya, akuntabel dan

responsif sesuai dengan kebutuhan kekinian. *°

55 Cakrawala Muslim, “Visi, Misi dan Tujuan MUI Kabupaten Gresik Masa Khidmah 2024-
2029, Cakrawala Muslim, dipublikasikan 2 Juli 2022, diakses 14 Juni 2025, Cakrawala Muslim
https://cakrawalamuslim.com/visi-misi-dan-tujuan/ .
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Bagan 1

Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik

R ORGANISASI
IAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GRESIK

MASA KHIDMAT 2024-2029

Sumber: Dokumentasi Pribadi, foto Struktur Organisasi MUI Kab. Gresik,

2. Hasil Wawancara
a. Usaha Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan

Pihak yang memberikan piutang atau pihak yang
menyediakan barang kepada pihak lain dengan pembayaran secara
tidak tunai (diangsur dalam jangka waktu tertentu) disebut dengan
pihak kreditur. Sedangkan pihak yang menerima kredit atau pihak
yang menerima barang terlebih dahulu dan berkewajiban untuk
membayar harganya secara bertahap atau dalam jangka waktu yang
disepakati biasanya disebut dengan pihak debitur. Hubungan dari
keduanya ialah hubungan akad hutang piutang yang berawal dari

akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Hal ini
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seharusnya saling memiliki hubungan timbal balik diantara
keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Kredit jual beli
barang Dbertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk
memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun belum memiliki
dana secara penuh.
1.1. Sejarah Berdirinya Usaha Kredit Jual-Beli Barang
Usaha kredit jual beli barang di desa Pangkahwetan ada sejak
sekitar tahun 2011, usaha kredit ini bermula karena pemilik
pernah melakukan kegiatan jual beli seperti reseller di aplikasi
Shopee, kegiatan ini dilakukan di tempat tinggalnya di desa
Pangkahwetan pada tahun 2011. Dulu sebelum usaha kreditnya
berkembang pihak kreditur ini hanya memberikan kredit barang
yang jumlah nominalnya tidak besar hanya sekitar 100.000
sampai 500.000 saja dan kreditur ini hanya melayani pembelian
barang-barang seperti tas, make up, baju dan lain-lain. Seiring
berjalannya waktu usaha kredit itu berkembang besar dan kredit
ini terkenal hingga ke desa-desa tetangga pihak kreditur
memberanikan diri untuk membuka perkreditan barang rumah
tangga, elektronik dan materialan. Dalam usaha kredit ini
dilakukan dirumahnya dan pihak kreditur hanya menyediakan
barang jika ada pihak debitur yang meminta kredit barang

tersebut.
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1.2. Profil Usaha Kredit Jual-Beli Barang di Desa Pangkahwetan
Pemilik usaha kredit jual beli barang ini bernama Husniyatul
Jannah. Barang yang di kreditkan dalam usahanya hanya diambil
keuntungannya sebesar 30% dari harga asli barang tersebut.

Barang, harga asli dan harga yang di kreditkan antara lain:

No. Nama Barang Harga Asli Harga Kredit
1. | Kompor Rp. 600.000 Rp. 780.000
2. | Lemari Rp. 1.500.000 | Rp. 1.950.000
3. | Kasur Rp. 1.600.000 | Rp. 2.080.000
4. | Mesin Cuci Rp. 2.500.000 | Rp. 3.250.000
5. | Kulkas Rp. 3.000.000 | Rp. 3.900.000
6. | Kipas Rp. 500.000 Rp. 650.000
7. | AC Rp. 3.000.000 | Rp. 3.900.000
8. | HP Rp. 2.000.000 | Rp. 2.600.000
9. | Kursi Rp. 3.500.000 | Rp. 4.550.000

10. | Laptop Rp. 3.700.000 | Rp. 4.810.000

11. | TV Rp. 1.500.000 | Rp. 1.950.000

12. | Esbes Rp. 3.000.000 | Rp. 3.900.000

13. | Oven Kompor Rp. 300.000 Rp. 390.000

14. | Baju Rp. 350.000 Rp. 455.000

Barang yang disediakan pihak kreditur berasal dari tempat
tinggal kreditur di desa Pangkahwetan Kabupaten Gresik, Jawa

Timur. Dari pertama berdiri hingga saat ini pemilik kreditur
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tetap mengambil barang di tempat langganannya supaya
mendapatkan harga spesial dari toko tersebut.>®
1.3. Praktik Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkahwetan

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan jual beli sudah
menjadi hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Jual beli dapat dilakukan oleh semua pihak. Masyarakat dalam
hidupnya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok seperti
makanan, minuman dan lain-lain, manusia juga pasti
membutuhkan barang-barang untuk menunjang kehidupan setiap
harinya. Semakin banyak kebutuhannya maka semakin banyak
pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Oleh karena itu jual
beli barang sistem kredit banyak peminatnya.

Kredit jual-beli barang semakin banyak peminatnya,
khususnya masyarakat perdesaan. Kredit jual beli barang yang
ada di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah ini sudah
memperluas wilayahnya hingga di Desa Pangkahkulon. Karena
banyaknya peminat kredit ini maka semakin berkembang besar
usahanya.

Usaha kredit barang di Desa Pangkahwetan sering
mengalami kemacetan dalam pembayarannya, Namun pihak

kreditur tetap menjalankan kegiatan kredit jual beli walaupun

%6 Husniyatul Jannah, Wawancara (8 Mei 2025).
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banyak kendala yang dialami. Pemilik kreditur mengatakan
bahwasannya:

“Usaha kredit ini banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian
di awal, perjanjian diawal telah disepakati terkait jangka waktu,
pembayaran namun semakin lama banyak pihak debitur yang
tidak sanggup membayar dan hilang tanggung jawabnya.”

Pemilik kreditur juga memberi penjelasan bahwasannya:

“Saya terkadang juga capek mbak sempat mau menyerah
karena banyak pihak debitur yang hilang tanggungjawabnya,
banyak yang tidak membayaran angsuran tepat waktu, yang awal
mula perjanjian ini dibuat bahwasannya pembayaran angsuran
dengan jangka waktu 4-6 bulan sudah lunas tetapi pembayaran
angsuran lunas bisa dalam jangka waktu 1-2 tahun.”

Karena alasan yang tidak ada uang untuk membayar dan
pihak kreditur tidak ada bukti perjanjian yang kuat dikarenakan
akad perjanjian di dalam kredit ini hanya melalui perjanjian lisan
saja tidak ada perjanjian tertulis bermaterai jadinya pihak
kreditur ini sering kali mengalami kerugian. Kejadian seperti ini
bukan satu dua kali dialami oleh pihak kreditur, pihak kreditur
hampir menagih setiap hari secara terus menerus namun pihak

debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya.
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1.4. Perilaku Konsumen Dalam Kredit Jual Beli Barang di Desa
Pangkahwetan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode
wawancara menghasilkan keterangan perilaku konsumen dalam
kredit jual beli barang di Desa Pangkahwetan Kecamatan
Ujungpangkah. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak
kreditur dan 3 pembeli yang melakukan kredit jual-beli dan
mengalami macet dalam pembayaran.

1. Wawancara Kepada Pihak Kreditur
Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Mei 2025
kepada ibu Husniyatul Jannah selaku pihak kreditur,
bahwasannya transaksi jual-beli di tempat ini sama dengan
transaksi jual beli di tempat lain, namun perbedaan dalam
transaksi ini beda di cara pembayarannya. Pembayaran
disini dilakukan dengan menggunakan metode angsuran.

Pembayaran dilakukan rutin setiap hari selama 4 bulan atau

6 bulan atau dapat juga di angsur selama jangka waktu yang

disepakati antara pihak kreditur dan debitur diawal akad

perjanjian. Apabila terdapat kecacatan barang atau
kerusakan barang yang berasal dari kami maka pihak
kreditur dapat menggantinya dengan barang baru, akan

tetapi jika barang rusak atau ada kecacatan yang berasal dari
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pihak debitur maka pihak kreditur tidak dapat menggantinya
dengan barang baru.

Dalam usaha kredit jual beli barang ini sering terjadi
kendala pihak debitur tidak dapat melunasi pembayaran
angsuran, dan pelunasan barang tidak sesuai dengan
kesepakatan diawal perjanjian yang awal mulanya
perjanjian diawal akan diangsur selama 4 atau 6 bulan akan
tetapi pelunasan barang tersebut hingga 1 atau 2 tahun.
Dalam pembayaran angsuran sering terjadi keterlambatan
dalam pembayarannya. Oleh karena itu pihak kreditur hanya
melakukan tindakan penagihan ulang kepada beberapa
orang yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran
hingga pembayaran itu lunas.

Beberapa barang kredit yang diminati oleh pihak
konsumen dalam jual beli ini antara lain: Kompor, Kulkas,
Mesin Cuci, TV, Kasur, Kipas, Laptop, HP, AC, Kursi Jati,
Lemari dan lain-lain.>’

2. Wawancara Kepada Pihak Debitur

Berdasarkan wawancara pada tanggal 9 Mei 2025
kepada ibu Fulaikho selaku pihak debitur, alasan ibu
Fulaikho melakukan transaksi kredit jual beli ini

dikarenakan transaksi kredit ini memudahkan dalam proses

57 Husniyatul Jannah, Wawancara (8 Mei 2025).
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pembayaran dan lebih mudah dalam memperoleh barang
tanpa harus pergi jauh ke toko barang yang diminati. Terkait
alasan mengapa tidak membayar angsuran tepat waktu
dikarenakan uang yang dimiliki telah digunakan untuk biaya
kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk membayar
angsuran lainnya.®®

Menurut ibu Nikmatul Mawadah, kredit lebih
memudahkan ibu dikarenakan lebih mudah dalam mengatur
keuangan yang ada untuk digunakan dengan keperluan
lainnya. Jika membeli barang secara cash maka harus
mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar dan hanya
untuk pembelian barang itu saja sedangkan kebutuhan yang
lainnya belum tercukupi. Keterlambatan dalam melakukan
pembayaran angsuran tidak sesuai dengan waktu yang
disepakati di awal dikarenakan suami yang sehari-harinya
kerja sebagai nelayan dan tidak menentu penghasilannya.>®

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu
hidayatul, dengan membeli barang kredit di pihak kreditur
ini memudahkan ibu datul untuk mendapatkan barang
tersebut dikarenakan pembayaran pembelian barang ini

tidak di lakukan secara cash melainkan pembayarannya

%8 Fulaikho, Wawancara (9 Mei 2025).
%9 Nikmatul Mawadah, Wawancara (9 Mei 2025).
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dilakukan secara berangsur namun terkadang sering
terlambat membayar dikarenakan ~memiliki tagihan
pembayaran kredit di tempat lain. Sehingga mengakibatkan
pembayaran di kredit ibu Husniyatul Jannah ini tersendat. %
3. Penyesuaian Kredit Macet dalam Kredit Jual Beli Di Desa
Pangkahwetan
Pihak debitur melakukan transaksi kredit ini sama
dengan membeli barang secara cash akan tetapi harus
memiliki tanggung jawab membayar hutang barang yang
telah digunakan. Pelaksanaan praktik kegiatan kredit jual-
beli ini dilakukan dengan cara: Menentukan barang yang
akan diambil melalui kredit ini, Menentukan harga dan
mensepakati perjanjian pembayaran yang akan dilakukan
dikemudian hari, Barang yang sudah di sepakati dengan
perjanjiannya boleh dibawa pulang, Pihak debitur
mengangsur pembayaran setiap hari atau setiap minggu
sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Dengan proses transaksi tersebut tidak menutup
kemungkinan bahwasannya usaha kredit jual beli barang ini
akan berkembang secara luas. Berdasarkan hasil
wawancara diatas bahwasannya transaksi kredit ini diminati

banyak masyarakat dikarenakan dengan adanya transaksi

60 Hidayatul, Wawancara (9 Mei 2025).
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seperti ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarga
jika memang keadaan perekonomian yang terlalu banyak
dan tidak memungkinkan untuk membeli barang secara
tunai. Transaksi kredit ini memudahkan pihak debitur untuk
mendapatkan barang yang mereka butuhkan tetapi mereka

memiliki kenadal dalam melunasi barang tersebut
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b.  Analisis Perspektif Fatwa MUI Terhadap Pelaksanaan Kredit Jual
Beli Barang di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI adalah kredit
jual beli di masyarakat sangat berkembang secara pesat, transaksi kredit
jual-beli barang banyak yang menerapkan dikarenakan keuntungan
yang didapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya®!, akan tetapi transaksi kredit jual beli seperti ini juga memiliki
kekurangan. Adanya transaksi seperti ini berarti masyarakat juga akan
semakin banyak beban yang ditanggung dikarenakan sistem kredit
termasuk hutang, dan harus dilunasi.

Di desa Pangkahwetan transaksi kredit jual beli ini tidak
menggunakan perjanjian yang sah atau bukti dan jaminan apapun
sehingga dengan ini tidak adanya perlindungan yang melindungi
praktek kredit jual beli barang, entah dari pihak kreditur maupun pihak
debitur. Kurangnya ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak kreditur
dan pihak debitur dalam kredit jual beli ini maka dapat mengakibatkan
munculnya kendala-kendala dalam berjalannya transaksi ini. Dalam
usaha jual beli kredit ini transaksi kredit dalam nominal kecil maupun

nominal besar tidak ada jaminan yang digunakan.

61 Majelis Ulama Indonesia, “Praktik Kredit dalam Sudut Pandang Islam”, Bimbingan Syariah (8
Juni 2021), diakses pada 14 Juni 2025, Majelis Ulama Indonesia, Praktik Kredit dalam Sudut
Pandang islam, https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-
pandang-islam/#google_vignette .
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui
wawancara terhadap bapak KH. Fathoni Abdussyukur selaku Sekretaris
Komisi Fatwa MUI Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwasannya
kredit jual beli barang dalam masyarakat merupakan kegiatan yang
memang di dorong. Dalam perkreditan barang ini tidak ada larangan
tertentu selama dalam transaksinya tidak ada unsur-unsur yang dapat
merugikan antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Kerugian dapat
terjadi apabila akadnya tidak sesuai dengan akad diawal transaksi ini
dibentuk dan tidak sesuai dengan syariat islam. Praktek kredit jual beli
barang dalam MUI di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan
syariat islam dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan
tidak ada unsur-unsur gharar. Tranksaksi non tunai atau yang sering
disebut dengan transaksi kredit dari awal sebelum ada transaksi tersebut
sudah harus ada ketentuan-ketentuan seperti akad dan akadnya
diharuskan dalam akad tertulis dan didalamnya berisi tentang nominal
yang tidak boleh berubah, kesanggupan membayar dalam jangka waktu
berapa bulan dan angsuran nominalnya berapa.

Dalam Fatwa MUI tidak ada ketentuan harga, tergantung pihak
kreditur akan memberi harga barang kredit dan margin berapapun
dengan syarat harga tersebut masih wajar dengan barang yang di
kreditkan. Apabila pihak kreditur ingin mengambil margin keuntungan
sekitar 40% sampai 50% keatas juga diperbolehkan asalkan barang

tersebut memasuki kriteria barang yang antik atau barang bagus.
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Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan apabila terjadi
kemacetan pembayaran seperti kejadian yang dialami oleh kreditur di
Desa Pangkah Wetan yang tidak mempengaruhi keabsahan dan
membatalkan akad sebelumnya dapat diselesaikan dengan cara :

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yaitu dengan penjadwalan
ulang pembayaran kredit dengan mempertimbangkan
kemampuan finansial debitur

b. Reconditioning  (Persyaratan = Kembali)  vyaitu  upaya
penyelamatan kredit macet dengan cara mengubah syarat-syarat
perjanjian antara kreditur dan debitur tanpa adanya konversi dari
pembiayaan

c. Restructuring (Penataan Kembali) yaitu upaya penyelamatan
kredit macet dengan mengubah syarat perjanjian dengan
konversi dari pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan baru

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/I1/2005

tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Dalam fatwa

tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk penjadwalan
kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa
menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang
telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan

yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali
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adanya biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika salah satu dari pihak tersebut tidak menunaikan
kewajibannya atau tejadi keselisihan diantara pihak-pihak terkait
maka penyelesaiannya bisa dilakukan degan melalui badan
Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

Dari penjelasan fatwa diatas apabila terjadi hal seperti itu

dalam pekreditan di Desa Pangkah Wetan ini akad awal tetap sah
diberlakukan meskipun terjadi hal seperti itu, jika setelah diberi
solusi seperti diatas akan tetapi tetap tidak bisa melunasi maka ada
dua solusi yaitu dipidanakan atau dibebaskan dari beban kredit
menggunakan sistem ibra’.
Ibra’ merupakan pelepasan sebagian atau seluruh hak piutang oleh
kreditur kepada debitur secara sukarela. Sistem ibra’ bisa berbentuk
pemotongan sisa utang jika nasabah melunasi utangnya lebih awal,
pembebasan denda keterlambatan selama keterlambatan tersebut
terjadi bukan karena kelalaian yang disengaja dan keriganan margin
keuntungan atas dasar pertimbangan sosial.®

Dasar hukum ibra’ dijelaskan dalam Q.S Al-Bagarah (2): 280:

T oosfon o ° g’z PR oRE L w i’,‘{—i.,/«’, \ B o ¥ei% w0 8 o4 e St -
Oyalad a8 () a8l 58 1 383as G153 Jaaa s kb s 5ke 30 (S g

62 Kh. Fathoni Abdussyukur, Wawancara, (16 Mei 2025)
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“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu
bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila
kamu mengetahuinya. %3

Dalam ayat tersebut dijelaskan rasa empati dan keadilan dalam
transaksi keuangan. Dalam islam tidak memaksakan pembayaran
kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Di ayat tersebut juga
dijelaskan bahwasannya Allah SWT memberikan perintah untuk
melonggarkan penangguhan kepaada orang yang kesulitan melunasi
utang. Dan dijelaskan jika kita membebaskan utang sebagai bentuk
sedekah. Jika kreditur merelakan haknya maka pahala yang didapat
sangat besar di sisi Allah SWT.

Adapun dasar hukum syariat yang digunakan dalam Fatwa MUI
tentang kredit jual beli barang ini juga diatur dalam Fatwa Dewan
Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Akad Jual Beli dan Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia
No. 111/DSN-MUI/1X/2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.
110/DSN-MUI/1X/2017 menjelaskan bahwa akad jual beli merupakan
akad antara penjual dan pembeli. Akad jual beli harus dinyatakan secara

tegas dan jelas. Akad jual beli dapat dilakukan secara lisan, tertulis,

8 Al-Qur’an, surat Al-Bagarah ayat 280, Terjemahan dan Tafsir Wajiz, Al-Qur’an Digital NU,
diakses 14 Juni 2025, https://quran.nu.or.id/al-bagarah/280 .
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isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik
sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap
akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak
terpenuhi rukun atau syaratnya maka perjanjiannya dianggap batal.

Dasar hukum Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/1X/2017
dijelaskan dalam Hadist Nabi riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah :

Al adle 40 fia i O3k U aie il ) g 4 S o (2
) 35 G il W) 0 s,

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” %

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwasannya dalam islam jual
beli harus dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu
antara penjual dan pembeli tidak boleh ada paksaan, penipuan atau
ketidaktahuan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.
111/DSN-MUI/1X/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
menjelaskan bahwa akad jual beli suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai laba. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan
secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan

pembeli. Akad jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta

6 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-
MUI/1X/2017 tentang Akad Jual Beli, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), him. 2.
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perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan,
keuntungan dan harga jual. Harga dalam akad jual beli murabahah harus
dinyatakan secara pasti pada saat akad. Pembayaran dalam jual beli
murabahah boleh dilakukan secara tunai, Tangguh, bertahap/cicil, dan
dalam kondisi tertentu boleh dengan cara hutang sesuai dengan

kesepakatan.

Dasar hukum Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017

dijelaskan dalam:

1. Firman Allah SWT.
a. Q.San-Nisa’ (4):29:
G 5oas &8 1Y)l sk o805 13K Y i) Gl il
so L& A -l S BE- A3 (sthiR . BELe . |-E
a5 a8 JS 4 ) Al 1315 Y 5 2808 (ol

Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu %

Dari hadist tersebut dapat dijelaskan bahwasannya Allah

melarang hamba-Nya mengambil atau menggunakan harta orang

lain dengan cara yang tidak benar seperti suap, pencurian,

8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-
MUI/1X/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), him. 1.
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penipuan, korupsi dan masih banyak lagi. Salah satunya cara yang
dibolehkan adalah perdagangan atau transaksi yang dilakukan
atas dasar saling ridha (suka sama suka) tidak ada paksaan, tidak
ada kecurangan dan kedua pihak sama-sama rela dan paham
akadnya. Dalam jual beli dilarang melakukan tindakan yang dapat
merusak diri sendiri secara perlahan seperti halnya korupsi,
transaksi batil, konsumsi haram dan masih banyak lagi. Dan
dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah Maha Penyayang
memberi petunjuk agar manusia tidak terjerumus pada praktik
yang merugikan dunia dan akhirat.

2. Hadist
Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah :

Jab ) gl 4350 fed &6 a8 A Al aile 4 s o0 e

@uﬂ‘ﬁqﬂ):u..db FRPASE RS

“Nabi bersabda. ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual

beli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah) dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.”

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwasannya transaksi dimana

barang diserahkan sekarang tapi pembayaran dilakukan nanti

(cicilan atau jatuh tempo), dalam islam transaksi seperti ini

diperbolehkan apabila ada kesepakatan harga dan waktu

pembayaran serta tidak ada riba atau ketidakjelasan. Didalam

70



ayat tersebut dijelaskan bahwasannya adanya keberkahan
dikarenakan ~memberi kemudahan bagi pembeli dan
menumbuhkan kepercayaan dan keadilan dalam jual beli.
Dalam hadist tersebut juga dijelaskan terkait mudharabah yaitu
merupakan bentuk kerjasama usaha dimana satu pihak sebagai
pemberi modal dan pihak lainnya menjalankan usahanya.
Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian
ditanggung pemodal apabila terjadi kelalaian dan bukan
pengelola yang membuat kelalaian tersebut. Dalam hadist ini
juga dijelaskan bahwasannya kalua niat dan tujuan penggunaan
barang jika untuk barang rumah tangga sendiri hukumnya di
perbolehkan akan tetapi jika dicampur lalu dijual di khawatirkan
akan menipu pembeli karena jenis atau kualitas campurannya
bisa menimbukan ketidak jelasan. Dalam figh muamalah
dijelaskan ketidakterbukaan dalam kualitaas barang dapat
membatalkan akad.

. Qiyas (AAOIFI: Standar 8 tentang Murabahah, h.224):

Dalil kebolehan akad mudharabah merupakan sama dalil yang
digunakan untuk kebolehan akad jual beli. Dalam firman Allah
SWT dijelaskan bahwasannya “Allah telah menghalalkan jual
beli...” beberapa ulama juga menjelaskan bahwasannya ada
yang mendasarkan juga pada firman Allah SWT yang berbunyi

“Tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah SWT...”
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dikarenakan keuntungan memiliki makna yang sama dengan
karunia. Sebagian besar ulama mendasarkan kebolehan
murabahah juga pada giyas terhadap jual beli tauliyah. Dalam
suatu Riwayat disebutkan “bahwa Rasulullah SAW membeli
unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga (tauliyah).
Ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unt aitu Rasulullah
mengatakan “tidak, saya akan bayar sesuai dengan harga pokok
pembelian”. Maka dari itu jumhul ulama menyepakati akan

adanya kebolehan akad murabahah.®®

8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-
MUI/1X/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), him. 2.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa: .

1. Usaha kredit jual beli barang di desa Pangkah Wetan Kabupaten Gresik
sudah ada sejak tahun 2011 dan diawali dengan skala kecil oleh pemilik
usaha bernama Husniyatul Jannah. Dalam perkembangannya usaha ini
semakin dikenal luas hingga ke desa-desa sekitar. Sistem pembayaran
dilakukan secara angsuran selama 4-6 bulan, namun sering tidak sesuai
dengan akad yang dibuat diawal. Banyak debitur yang mengalami
kemacetan pembayaran bahkan hingga 1-2 tahun. Perjanjian kredit
disini juga dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, sehingga
kreditur sering mengalami kerugian tanpa dasar hukum yang kuat untuk
menagih.

2. Menurut perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Praktik kredit jual
beli barang rumah tangga di Desa Pangkah Wetan Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik diperbolehkan selama masih sesuai
dengan prinsip syariah yaitu harus dilakukan atas dasar suka sama suka
akad dan syaratnya jelas serta tidak mengandung riba, gharar atau
kezaliman. Permasalahan seperti kredit macet dalam praktek jual beli
barang dapat diselesaikan melalui mekanisme syariah yaitu dengan cara
rescheduling(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan ualng)

dan restructuring (penataan ulang). Jika pihak debitur tidak mampu
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melunasi utang maka dari pihak kreditur bisa menerapkan sistem ibra’.
Dalam praktik kredit di desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik belum menerapkan aturan syariah secara sempurna
dikarenakan masih banyak yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan
tertulis tanpa jaminan dan belum menggunakan sistem perlindungan
seperti yang diatur dalam fatwa-fataw MUI hal ini dapat menimbulkan

resiko konflik antara pihak kreditur dan pihak debitur.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti
memberikan beberapa saran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini,
meliputi:

1. Pihak Kreditur dan Pihak Debitur

Peneliti menyarankan bahwasannya setiap transaksi kredit jual beli
barang dilengkapi dengan akad tertulis yang sah, bermaterai dan
memuat informasi jelas mengenai harga, jumlah angsuran dan
kesepakatan lainnya. Untuk mengurangi risiko kredit macet disarankan
agar kreditur menerapkan sistem seleksi konsumen atau latar belakang
kuangan debitur sebelum menyetujui pengajuan kredit, kemudian
peneliti juga menyarankan hendaknya pihak debitur memiliki kesadaran
tanggung jawab dalam melunasi kewajiban angsuran sesuai dengan
kesepakatan awal. Sebelum melakukan transaksi kredit sebaiknya
debitur mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi dan
prioritas kebutuhan agar tidak menimbulkan tumpeng tindih tagihan dan
keterlambatan pembayaran.

2. Majelis Ulama Kabupaten Gresik

Peneliti menyarankan agar MUI lebih aktif dalam memberikan
pendampingan hukum syariah kepada para pelaku usaha kecil yang
bergerak dalam bidang kredit jual beli barang. MUI juga dapat
menyusun format standar akad syariah yang bisa digunakan oleh pelaku
usaha kredit sebagai pedoman dalam menjalankan transaksi yang sesuai

fatwa dan syariat,
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Balasan Surat Penelitian dari Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Gresik
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MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI ) KABUPATEN GRESIK

Sekretariat : Masjid Agung Gresik JI. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (031) 3955498 - 3955198

SURAT KETERANGAN
Nomor : Ket-85/DP-K/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik,

menerangkan bahwa:

Nama : Fathiyatul Izzah
NIM 200202110051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan nama di atas benar-benar telah melakukan Penelitian dan Wawancara tentang
“Akad Hutang Piutang dalam Praktik Kredit Jual Beli Barang di Desa Pangkah Wetan
Menurut Perspektif Fatwa MUI Kabupaten Gresik”

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gresik, 17 Mei 2025

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
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Lampiran 2. Foto saat wawancara
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Lampiran 3. Lembar Pertanyaan Wawancara

10.

Daftar Pertanyaan Wawancara
Bagaimana sejarah berdirinya usaha kredit jual beli barang milik ibu
Husniyatul Jannah?
Bagaimana Profil usaha kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan?
Bagaimana praktik kredit jual beli barang di Desa Pangkah Wetan?
Apa akibatnya jika ada debitur yang tidak membayar angsuran dalam
jangka waktu yang sudah ditetaapakn?
Dalam usaha kredit jual beli barang milik ibu Husniyatul Jannah ini
apakah terdapat perjanjian/jaminan?
Bagaimana pandangan MUI mengenai praktik kredit jual beli barang
dalam islam?
Apa dasar hukum syariah yang digunakan MUI dalam menetapkan
fatwa tentang kredit jual-beli?
Dalil fatwa MUI nomor berapa yang mengatur tentang jual beli secara
kredit?
Bagaimana hukum menurut fatwa MUI menjual barang secara kredit
dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai?
Apakah MUI membolehkan adanya margin keuntungan dalam transaksi

kredit jual beli barang?
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